MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 16/PUU-XX/2022

Tentang

Hak Untuk Mencalonkan Diri Menjadi Presiden, Ambang Batas Pencalonan
Presiden (Presidential Threshold)

Pemohon . Jaya Suprana

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 222 UU 7/2017 terhadap UUD 1945.

Amar Ketetapan : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 mengenai
pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Tanggal Ketetapan: Selasa, 29 Maret 2022
Ikhtisar Ketetapan:

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak
memilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Pemohon sejatinya
partai politik hanya merupakan kendaraan bagi para calon presiden dan calon wakil presiden
seharusnya yang menerima manfaat dari penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil
presiden adalah warga negara Indonesia, termasuk Pemohon.

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas
norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945,
sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon, bertanggal 14 Maret
2022, perihal Permohonan Pencabutan Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Perkara Nomor 16/PUU-XX/2022);

Bahwa terhadap pencabutan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat
(1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum



atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan terhadap penarikan kembali
mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada 16 Maret 2022 telah berkesimpulan pencabutan atau
penarikan kembali permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum
dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo. Oleh karena itu, Rapat
Permusyawaratan Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk
mencatat pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada Pemohon;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menetapkan Ketetapan sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 222
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali
permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
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